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Hal : Penyampaian Hasil Pengawasan dan
Pengendalian Implementasi NSPK

Manajemen ASN Tahun 2022

Yth. Bupati Pesisir Selatan

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
Di

Painan

Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Implementasi
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2022 di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, bersama ini kami sampaikan
kepada Bapak Bupati beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun
2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN disebutkan
bahwa wasdal pelaksanaan NSPK Manajemen ASN dilakukan melalui metode
preventif yaitu antara lain dengan cara penilaian kebijakan dan pelaksanaan

NSPK Manajemen ASN, dan melalui metode represif yaitu melalui Audit
Manajemen ASN;

2. Selanjutnya kami mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah
melakukan upaya perbaikan implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan

hasil indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2021, sehingga dapat meningkatkan
predikat;

3. Terhadap dokumen pelaksanaan NSPK Manajemen ASN Tahun 2022 yang telah
disampaikan, kami telah melakukan pemeriksaan dan mengintegrasikan hasil
pemeriksaan tersebut dengan data hasil pengawasan dan pengendalian BKN yang
hasilnya antara lain:

a. Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan mendapatkan Nilai Indeks 70,36 dengan Kategori B Predikat
Baik;

b. Diperlukan peningkatan nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN
dengan melakukan berbagai upaya yang akan dituangkan dalam Komitmen
Bersama Peningkatan Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN;

c. Terhadap komitmen bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, BKN
senantiasa akan melakukan upaya pembinaan serta pengawasan dan
pengendalian melalui unit kerja di BKN Pusat dan Kantor Regional.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sahég‘—*\
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=
=




4. Sehubungan dengan hasil Pengawasan dan Pengendalian Indeks NSPK Manajemen
ASN Tahun 2022 dimaksud, perlu kami sampaikan pula kepada Bapak Bupati
Pesisir Selatan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Tim Indeks NSPK Manajemen
ASN Instansi agar melakukan beberapa hal antara lain:

1) Melakukan upaya perbaikan terhadap beberapa catatan dan rekomendasi
hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN
Tahun 2022 (terlampir);

2) Melakukan pemantauan internal terhadap implementasi NSPK Manajemen
ASN;

3) Tetap berkomitmen melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan
Manajemen ASN Tahun 2023 yang sesuai dengan NSPK; dan

4) Hasil perbaikan terhadap catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan
pada Angka 1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq.
Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

b. Guna mendorong perbaikan dan peningkatan pelaksanaan NSPK Manajemen
ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, BKN akan
mengupayakan pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
untuk dapat memberikan pendampingan atau pembimbingan dalam
implementasi Manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK berdasarkan peran,
tugas, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak Bupati diucapkan
terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
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Tembusan:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BKN;

2. Direktur Pengawasan dan Pengendalian I, II, III, IV; dan
3. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.
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HASIL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PESISIR SELATAN

Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2022
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Pemerintah Kab. Pesisir Selatan

o 47,36 Poin

Mengalami kenaikan nilai
dibandingkan dengan tahun 2021.
Selain itu kategori sebelumnya D

menjadi B.

Kategori B
> Indeks NSPK

Penjelasan

indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN
memiliki komposisi pembobotan (standar) yang
bervariasi untuk setiap elemen. Tingginya persentase
GAP pada masing-masing elemen, mengindikasikan
rendahnya tingkat maturitas instansi atas
implementasi elemen tersebut.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor,
antara lain; dinamika yang terjadi di lapangan
ditambah dengan keterbatasan bukti pendukung
(evidence) atas implementasi seluruh elemen NSPK
Manajemen ASN.

' Penyusunan & Penetapan Kebutuhan

Catatan:

Instansi belum sepenuhnya menerapkan ketentuan:
= Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2020

= Peraturan BKN Nomor S Tahun 2022

Rekomendasi:

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK
terkait penyusunan dan perencanaan kebutuhan ASN dengan
memperhatikan:

= Metode penyusunan :

= Validasi dan penetapan hasil penyusunan

» Penyampaian kebutuhan ASN kepada instansi terkait

2 Pengadaan ASN

Catatan:

Instansi belum sepenuhnya menerapkan ketentuan:
« Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 27 Tahun 2021

« Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2021

- Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018

Rekomendasi:

Instansi perlu terus berkomitmen untuk menerapkan NSPK
terkait pengadaan ASN dengan memperhatikan:
= Keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan

« Ketentuan teknis pengadaan ASN
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